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PUTUSAN 

Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.KBr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU  

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara  Cerai Talak antara: 

RAHMAT ANGGEL PUTRA BIN MARJOHAN, NIK 1302101903940001, 

tempat lahir Saok Laweh, tanggal lahir 19 Mei 1994, 

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Sawah Tangah 

Jorong Pincuran Baruah, Nagari Saok Laweh, 

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi 

Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elekronik 

dengan alamat email: anggel492@gmail.com, nomor 

handphone: 081364395747, sebagai Pemohon; 

Lawan 

EISDEWIYANI BINTI SUKARDI, NIK 6310065110950003, tempat lahir 

Sukabumi, tanggal lahir 11 Oktober 1995, umur 28 tahun, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

tempat tinggal di Sawah Tangah Jorong Pincuran Baruah, 

Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, 

Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone: 081273650792, 

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru 

dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 01 

Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon 

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, Pemohon dan Termohon 

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten 

Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 

15/DN/IX/2024, tertanggal 23 September 2024; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah 

tangga di Sawah Tangah Jorong Pincuran Baruah, Nagari Saok Laweh, 

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,sampai 

berpisah; 

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana 

layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak pertengahan 2023 mulai terjadi perselisihan 

dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena  

Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon, dimana 

karena profesi Pemohon adalah seorang sopir, Termohon selalu berfikir 

kalau Pemohon sering pergi bersama perempuan lain, Pemohon sudah 

sering mencoba untuk menjelaskan bahwa tuduhan Termohon tersebut 

tidak benar adanya;; 

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak 

tanggal 10 bulan Februari tahun 2024, disebabkan karena masalah 

sebelumnya masih terus beulang-ulang kali terjadi, dimana Pemohon masih 

menerima sikap Termohon tersebut, dan komunikasi Pemohon dengan 

Termohon masih baik-baik saja, namun saat itu Termohon pergi dari rumah 

kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak itu Pemohon 

dengan Termohon sudah tidak  tinggal bersama sampai sekarang 

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran  tersebut, Pemohon 

dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan 

kurang lebih dari bulan  7 (tujuh) bulan belakangan; 

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk memperbaiki 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera 

tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak 

sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon; 

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon 

berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan 

Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari 

Termohon menurut peraturan yang berlaku; 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (RAHMAT ANGGEL PUTRA BIN 

MARJOHAN) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 

(EISDEWIYANI BINTI SUKARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Koto 

Baru; 

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Subsider : 

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah 

datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat 

panggilan (relaas) secara elektronik nomor 517/Pdt.G/2024/PA.KBr, Pemohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangannya 

Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke 

Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) berdasarkan tracking POS 

nomor 186/Pdt.G/2022/PA.KBr, Termohon telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon 

dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P), maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon 

berdomisili di Sawah Tangah Jorong Pincuran Baruah, Nagari Saok Laweh, 

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang 

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru. Oleh karena itu pengajuan 

permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan 

pernikahan dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan 

hukum terhadap perkara ini (persona standi in judicio) dan berdasarkan Pasal 7 

ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah 

ditentukan Pemohon maupun Termohon tidak hadir di persidangan meskipun 
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telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Koto Baru serta ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan 

suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., 

permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang 

perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk 

mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur; 

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Koto Baru pada hari  Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Nidaul 

Husni, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Asmeilia, S.H.I dan Azimar 

Syamsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara 

elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan pada hari Jumat tanggal 01 

November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi’ul Akhir 1446 

Hijriah Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota 

tersebut, Yessi Laswita, S.E., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon 

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon. 
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Ketua Majelis, 

 

 

 

 

Nidaul Husni, S.H.I., M.H   

 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 

 

 

  

Asmeilia, S.H.I   Azimar Syamsi, S.H.I   

 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

 

Yessi Laswita, S.E., M.H   

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP :  Rp60.000,00 

2. Proses : Rp75.000,00 

3. Panggilan  : Rp46.000,00 

4. Meterai : Rp10.000,00 

   Jumlah : Rp191.000,00  

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
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